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ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadao Pemberian Mahar
Alat Pelindung Diri (APD) dalam Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan
Banguntapan Bantul”. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat lapangan
yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi pemberian
mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli Covid-19 dan
menjawab pertanyaan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian
mahar berupa Alat Pelindung Diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli covid-
19 di Kecamatan Banguntapan Bantul.

Skripsi ini menggunakan wawancara secara langsung dan dokumentasi
guna untuk mencari data. wawancara langsung ditujukan kepada Kepala KUA
Baguntapan, Ketua Pelaksana kegiatan nikah bareng peduli Covid-19 dan juga
para pasangan yang mengikuti kegiatan nikah bareng peduli Covid-19. Skripsi ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis permasalahan
yang terjadi dan penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif

Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa ada sebuah pernikahan
bareng yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan pemberian Alat
Pelindung Diri (APD) sebagai mahar tambahan yang tercatat di KUA
Banguntapan Bantul. Ketua pelaksana pernikahan bareng peduli covid-19
menjelaskan adanya kegiatan tersebut dilandasi dengan kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap prokes serta terbatasnya alat pelindung diri yang digunakan
oleh tenaga medis. Mengajarkan masyarakat bahwa berbagi itu mudah dan bisa
lebih peka terhadap situasi sekitar. Pemberian mahar berupa alat pelindung diri
(APD) hukumnya adalah boleh, karena memiliki nilai kemanfaatan dan bendanya
suci. Serta tidak bertentangan dengan syariat islam, karena syariat Islam tidak
mengatur tentang batasan mengenai jumlah minimal dan maksimal 'mahar yang
akan diberikan. Tentunya juga tidak melupakan terkait kerelaan antara suami dan
istri mengenai mahar yang diberikan.

Dari kesimpulan diatas disarankan, didalam pernikahan lebih baik
memberikan mahar berupa harta, emas atau barang demi menjaga nilai dan arti
mahar yang sebenarnya yaitu pemberian yang pada umunya adalah harta serta
menjaga kemaslahatan dan sama dengan umumnya.
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BABI
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam dimensi kehidupan, perkawinan merupakan salah satu unsur
yang sangat penting dalam keberlangsungan manusia . Sehingga tidak
heran jika agama, institusi negara dan juga adat atau tradisi di dunia yang
mengatur mengenai aturan perkawinan. Adapun sebagaimana dalam hukum
positif di Indonesia Perkawinan yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Tahun 1974 ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.! Oleh sebab itu, dapat dikatakan pernikahan
apabila telah melewati akad, suatu akad merupakan cangkupan dari
keseluruhan aspek yang terkandung didalam kata nikah atau zazwij ucapan
dalam suatu akad pernikahan merupakan ucapan seremonial yang bersifat
sakral. Perkawinan tidaklah hanya sekedar pengucapan ikrar suci demi
penghalalan semata, akan tetapi memiliki akibat hukum berupa tanggung
jawab yang sangat besar dan tentunya memiliki konsekuensi 'bagi kedua
nya baik suami maupun istri. Antara lain yang menjadi sebuah tanggung
jawab didalam keluarga antara lain ialah memberi nafkah, mendidik anak,
mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya..

Perkawinan dalam literatur Figh disebut dengan dua kata, yaitu nikah
(Cfv') dan zawaj (7). Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-
hari orang Arab dan banyak tedapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi.?

Secara arti kata nikah bermakna “bergabung” (dhomu), “hubungan
kelamin” (wat’i) dan juga bermakna “akad” (akad). Adanya dua

! Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty. 1982)

2 Moh.Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia”Sebuah Kajian dalam Hukum islam dan Hukum
Materil(Tanggerang Selatan: YASMI,2018)hlm 29



kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an
yang mengandung dua arti tersebut kata nikah yang berarti hubungan
kelamin merujuk pada QS. Al-Baqgarah ayat 230. Adapun pengertian nikah
dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) merujuk pada QS. An-Nisa ayat
22, definisi lain menurut bahasa arti lafadz nukah adalah berkumpul atau
menindas.?

Pernikahan merupakan Sunnatulliah yang sangat umum yang berlaku
bagi seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan serta tumbuh-
tumbuhan. Untuk itu Allah SWT mewanjibkan makhluk-Nya untuk
menikah agar dapat berkembang biak sebagaimana termaktub dalam Q.S
An-Nisa’ ayat 1, begitulah cara yang Allah SWT pilih untuk makhluk-Nya.
Pernikahan yang baik ialah pernikahan yang didalamnya terdapat pasangan
yang masing-masing dari pasangan tersebut telah siap untuk menjalankan
peranannya yang positif guna terwujudnya tujuan dari pernikahan tersebut.*

Salah satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah syariat
mengenai pernikahan, yang tak lain ialah tujuannya ialah untuk menata
perihal ihwal manusia dalam kehidupannya baik duniawi maupun ukhrowi.
Dengan pengamatan sepintas lalu, sebagaimana dalam ajaran fikih, dapat
dilihat adanya empat garis dalam penataan itu, yakni Rub’al-ibadat, yang
menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Khaliknya;
Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas
pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat dalam kehidupan
sehari-hari; Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia
dalam lingkungan keluarga; dan juga Rub’al-jinayat, yang menata
pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin

ketentramannya.’

3 1bid,29

4 Slamet Abidin, Figih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)hlm 9

STihami, dan Drs Sohari Sahrani, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap, (Depok. PT
RajaGrafindo Persada,2008), hlm 15



Perkawinan juga memiliki tujuan untuk membentuk perjanjian yang
suci antara seorang pria dengan wanita, yang didalamnya mempunyai segi-
segi perdata seperti diantaranya ialah kesukarelaaan, persetujuan kedua
belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Perkawinan memiliki makna dan
jiwa bagi kehidupan keluarga seperti sebagaimana yang sudah dijelaskan

didalam Firman Allah SWT:

) RS rﬁw Jazs e \;KWJ 5153 M\ : g\s slx O sl g

H3E o3 N AU
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Al-Rum :
21)”6

Di dalam hukum Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi
dalam perkawinan, yakni:

1. Pengantin laki-laki
Syarat pengantin laki-laki haruslah Islam, ridha terhadap
pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syarak.
2. Pengantin perempuan |
Adapun syarat bagi pengantin mempelai wanita ialah ridha
terhadap pernikahan tersebut, Islam atau Ahl al-Kitab, orangnya jelas,
tidak ada halangan syar’i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad
(selamanya) atau muagqat (sementara).
3. Wali
Wali ada 2 yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah
cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara
wali dengan calon mempelai dan harus laki-laki.

4. Tjab dan gabul (akad nikah)

% 1bid,16



Syarat ijab dan qabul adalah lafaz yang diucapkan harus
bersifat pasti (menggunakan fi’il madhi), tidak mengandung makna
yang meragukan, lafaz akan bersifat tuntas bersamaan dengan
tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis.
Maksudnya adalah ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi
yang menunjukkan adanya kesatuan akad, qabul tidak berbeda dengan
ijab, antara ijab dan gabul harus bersifat segera,orang yang melakukan
ijab qabul harus mendengar ijab dan gabul secara jelas, orang yang
mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus secara lisan, kecuali
orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, akan bersifat abadi.”

Terkait dengan perkawinan mahar tidak boleh untuk dilupakan,
meskipun tidak masuk kedalam rukun dan syarat perkawinan tetapi
pemberian mahar hukumnya adalah wajib. Mahar merupakan bentuk
perlindungan islam kepada perempuan dengan memenuhi hak-hak mereka.
Pada masa jahiliyah, hak anak-anak perempuan terzalimi, para ayah dan ibu
dari anak-anak gadis merasa berhak terhadap mas kawin mereka, sebagai
imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si
anak. Karena pada masa jahiliyah wanita tidak berkuasa atas maharnya
karena para wali merekalah yang menguasai harta secara penuh tanpa
memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki dan mengelola harta
tersebut.®

Budaya mahar dipercaya sudah ada sejak zaman purbakala seiring
dengan berkembangnya peradaban manusia. penemuan tertua yang
mengatur tata cara pemberian mahar tercatat pada piagam Hammurabi
yang menyebut hal-hal berikut ini. Seorang laki-laki yang telah
memberikan mahar kepada mempelai wanita namun kemudian
mempersunting wanita lain tidak berhak mendapat pengembalian atas

mahar yang telah diberikannya. namun apabila ayah dari mempelai wanita

7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan,(Jakarta,Kencana,2006), him 61

8 Murtadha Muthahhari, The Rights Women in Islam, penerjemah M. Hashem, (Jakarta: Lentera .
Cet.3, 1995), hlm 130



menolak menikahkan, laki-laki tersebut berhak atas pengembalian mahar
yang telah diberikannya. Jika seorang istri meninggal tanpa sempat
melahirkan seorang anak laki-laki, ayah dari istri tersebut harus
memberikan mahar sebagai ganti rugi kepada pihak laki-laku, setelah
dikurangi nilai dari mahar yang diberikan pihak laki-laki.’

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI). Hukumnya wajib,
yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya
nikah.' Mahar bukanlah sebuah rukun dalam sebuah pernikahan. Mahar
merupakan salah satu dari dampak yang diakibatkan dari terjadinya suatu
akad perkawinan.Apabila dalam sebuah akad pernikahan yang berlangsung
tanpa adanya mahar maka akad tersebut sah, dan si istri wajib untuk
menerima mahar, kesepakatan fuqaha.'!

Dalam Pasal 34 pasal (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa
kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam
perkawinan.!? Mahar adalah pemberian yang bersifat sukarela oleh seorang
laki-laki yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmen
dalam menikahi seorang perempuan. | Al-Qur;an | sendiri menyebutnya
dengan kata shadagah yang berarti kejujuran atau ketulusan sebagaimana

Firman Allah menjelaskan dalam QS An-Nisa ayat 4 :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang

% Tbnu Watiniyah dan Ummu Ali, Hadiah Pernikahan Terindah; menuju sakinah mawaddah
warrohmah, (kaysia media), hlm 314

19 Tbnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits
Abdullah, (Semarang: CV. Asy. Syifa™, 1990) hlm 14

' 'Wahbah az- Zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adillatuhu diterjemahkan Abdul Hayyie al- Kattani
dkki (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 232

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam(Bandung citra umbara, ,2017), hlm 332



hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
(QS An-Nisa’: 4)”.13

Ayat tersebut menjelaskan bahwa membayar mahar kepada seorang
perempuan merupakan suatu kewajiban. Dalam ayat tersebut juga
menjelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan
dengan penuh sukarela dan sukacita. Kedua kondisi tersebut menunjukkan
bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang laki-laki apalagi
menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan dambaannya. Ayat ini
berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, untuk tidak
mengambil hak dari calon istri tersebut kecuali ada ijin dari calon istri
untuk menggunakannya atau calon istri tersebut menyerahkan mahar itu

dengan sukarela.

Hukum Islam sendiri tidak memberikan sebuah batasan baku tentang
besaran jumlah mahar yang diberikan. Akan tetapi, berbagai ucapan
Rasulullah SAW melalui berbagai hadis menganjurkan mahar itu
ringan,mudah dan tidak memberatkan. Dalam rangkaian hadis tersebut,
disebutkan bahwa Rasulullah pernah merestui pernikahan dengan mahar
berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan jasa sebentuk pengajaran

Alquran. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam QS. At Talaq ayat

a/(}a

21 CaIS Vet 48 T 3aG 53, le 58 g Soamn 23 Al 35 ”;@ff/
,.,.;,L;;m azen GG Y

N—

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
setelah kesempitan.” (QS At-Talaq: 7).14

13 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro
Grafindo Semarang, 1994) hlm 235
4 Ibid, hlm 650



Masalah-masalah baru terus bermunculan dalam masyarakat yang
selalu berkembang khususnya dalam hukum perdata Islam salah satunya
yakni perkawinan. Perubahan-perubahan terjadi secara luas dan cepat
dalam masyarakat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai religius harus secara unik
diaplikasikan dalam pengalaman dan konteks kekinian mengikuti kondisi
zaman. Oleh karena itu sudah selayaknya pemahaman, pemaknaan, dan

penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam dikaji.

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
Yogyakarta merupakan salah satu dari perkembangan pernikahan di zaman
sekarang yakni acara nikah bareng peduli Covid-19. Dalam acara ini
menggunakan konsep mahar yang unik yakni alat pelindung diri (APD) dan
dibarengi dengan kegiatan sosial mendonorkan mahar tersebut (alat
pelindung diri (APD)) kepada PMI setempat guna membantu
meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Lalu bagaimana tinjauan
Hukum Islam mengatur tentang mahar alat pelindung diri baik dari segi
hukumnya serta kemanfaatan dari mahar tersebut. Sehingga penulis tertarik
membahas sebuah permasalahan tersebut, apa alasan calon pengantin

menjadikan alat pelindung diri (APD) sebagai mahar dalam pernikahan.

Adapun yang menjadi perbedaan yang umum terjadi di kalangan
masyarakat biasanya, dengan pernikahan ini terletak pada mahar yang
diberikan. Dengan adanya penambahan mahar berupa alat pelindung diri

dan sifatnya akan didonorkan kepada PMI setempat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dan menggali lebih
dalam terhadap mahar berupa alat pelindung diri (APD) menurut hukum
islam. Dengan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap
Pemberian Mahar Berupa alat pelindung diri (APD) dalam acara nikah

bareng peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul."



B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan di atas maka penulis mengidentifikasikan

permasalahan, sebagai berikut :

1.

Profil mempelai yang ikut serta dalam acara nikah bareng peduli Covid-
19

Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa Alat Pelindung
Diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli covid-19 di Kecamatan
Banguntapan Bantul

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar lebih sistematis berikut

batasan masalah :

1.

Mendeskripsikan acara nikah bareng peduli covid-19 yang dimana
pemberian mahar cukup unik dan menarik menggunakan alat pelindung

diri (APD) sebagai tambahan mahar.

. Menganalisis pemberian mahar berupa alat pelindung diri (APD) dengan

menggunakan tinjauan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana deskripsi pemberian mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam

acarah nikah bareng peduli covid-19 ?

. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa Alat

Pelindung Diri (APD) dalam acara pikah bareng peduli covid-19 di

Kecamatan Banguntapan Bantul ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang penelitian yang

sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak pengulangan atau

duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian
Mahar Berupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara Nikah

Bersama yang di Gagas Oleh Forum Ta’aruf Indonesia di



Kecamatan Sewon Batul”. Skripsi  ditulis oleh Mar’atus
Sholichah pada tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi
ini mendeskripsikan tentang pemberian mahar berupa pembacaan
teks pancasila dalam acara nikah bersama yang juga bertepatan
dengan hari kesaksian pancasila dan bertepatan dengan momen
pemilu. Pemberian mahar berupa teks pancasila diharapkan dapat
mewujudkan pasangan yang sakinah dan sejahtera membawa
keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan
masyarakat berpancasila dilandasi dengan cinta ilahi dan cinta
NKRI.'?

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian
Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan
Taman Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi yang ditulis oleh Hermi pada
tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas
tentang kasus pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur’an di desa
Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pemberian mahar
berupa hafalan Al-Qur’an hukumnya mubah asal memenuhi syarat
yang sesuai dengan hukum islam dan untuk menjaga keutuhan dari
mahar itu sendiri.'¢

3. Skripsi yang; berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Pernikahan dengan Mahar Segelas Air Minum di KUA Kampung
Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil”.
Skripsi yang ditulis oleh Farihatus Sakinah pada Tahun 2020 UIN
Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana
kasus pemberian mahar berupa segelas air minum dan menjelaskan
alasan mengapa menggunakan air minum sebagai mahar, yaitu

karena air putih bisa langsung habis, apabila menggunakan uang,

15 Mar’atus Sholichah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan
Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama yang di Gagas Oleh Forum Ta’aruf Indonesia di
Kecamatan Sewon Batul”(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya,2019).

16 Hermi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa
Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel,2018).
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emas dan lain sebagainya ditakutkan ketika suami ingin memakai
atau meminjam mahar tersebut dan istri tidak membolehkan nanti
berdosa. Seharusnya Istri (Rohani) tidak memikirkan tentang
alasan-alasan seperti itu, karena mahar adalah hak penuh dari istri
dan suami tidak berhak untuk mengambilnnya dan meminjamnya
apabila si istri tidak mengizinkan.!”
4. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian
Mahar Tambahan Berupa lkrar Sumpah pemuda Dalam FORTAIS
(Forum Ta’aruf Indonesia) di Yogyakarta”. Skripsi yang ditulis
oleh Tejo Baskoro Sumirat Adi pada Tahun 2019 UIN Walisongo
Semarang. Skripsi ini membahas tentang Pernikahan yang terjadi
dalam Fortais (Forum Ta"aruf Indonesia) sebuah keunikan
tersendiri, dikarenakan menggunakan mahar berupa Ikrar Sumpah
Pemuda. Pemberian mahar dilakukan pada saat I[jab Qobul. Proses
pemberian mahar dibaca terlebih dahulu kemudian dilanjutkan Ijab
Qobul oleh Kepala KUA Banguntapan. Mahar berupa Ikrar
Sumpah pemuda, diperbolehkan secara agama dan undang-undang
karena mahar utamanya yaitu seperangkat alat sholat sedangkan
ikrar sumpah pemuda hanya sebagai tambahan.'®
Dalam penelitian ini peneliti fokus mengkaji pada tinjauan hukum
islam mengenai pemberian mahar. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya sama-sama menjelaskan tentang mahar dalam
perkawinan dan yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu

yakni objek mahar yang diberikan oleh calon mempelai.

17 Farihatus Sakinah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Mahar Segelas Air
Minum di KUA Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil”, (Skripsi,
UIN Sunan Ampel Surabaya,2020)

18 Tejo Baskoro Sumirat Adi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan
Berupa Ikrar Sumpah pemuda Dalam FORTAIS (Forum Ta’aruf Indonesia) di Yogyakarta,
(Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019)
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E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi pemberian mahar berupa Alat Pelindung
Diri (APD dalam acara nukah bareng peduli covid-19 di Kecamatan
Banguntapan Bantul.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian mahar
berupa Alat Pelindung Diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli

covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
keluarga islam serta menambah wawasan dalam bidang hukum
keluarga islam khususnya dalam penggunaan mahar Alat Pelindung
Diri (APD) sebagai mahar pernikahan sehingga dapat menambah di
jadikan bahan pertimbangan, referensi dan contoh dalam menentukan
mahar yang akan diberikan kepada mempelai perempuan.
2. Kegunaan Praktis
Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para calon
mempelai, kepala KUA, pembaca dan masyarakat umum dalam
menentukan besarnya kadar nilai mahar yang akan diberikan kepada

calon istri.

G. Definisi Operasional
Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman

untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh
karena itu, definisi ini juga disebut definisi kerja karena dijadikan pedoman
untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Definisi ini
disebut juga definisi subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang
yang akan melakukan pekerjaan.

Ciri-ciri yang terdapat pada definisi operasional yaitu :



1. Mengacu pada target pekerjaan yang hendak dicapai
2. Berisi pembatasan konsep, tempat dan waktu

3. Bersifat aksi, tindakan, atau pelaksanaan suatu kegiatan.!”

Untuk memahami suatu pembahas diperlukan adanya pendefinisian

12

terhadap judul secara operasional agar lebih mudah untuk dipahami. Maka

diperlukan penguraian setiap kata dan istilah yang terdapat dalam judul

pembahasan. “Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa Alat

Pelindung Diri (APD) dalan acarah nikah bareng peduli Covid-19 di

Kecamatan Banguntapan Bantul”.

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari
ajaran syariat islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah atau hadist. Secara
sederhana hukum dapat dipahamu sebagai seperangkat aturan-aturan atau
norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu
masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh
dan berkembang di masyarakat mauoun sebuah ketentuan yang ditetapkan
oleh peguasa.?’ Disini teori hukum islam yang digunakan adalah figh
klasik (pendapat imam madzhab) dan hukum positif.

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian calon
mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang,
uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar khusus yang dibahas didalam penelitian ini adalah suatu harta
benda yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita,
berupa seperangkat alat sholat dan tambahan alat pelindung diri.

Alat pelindung diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai
kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi

sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja.?! Pada

Y Widiono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

(Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm 120.

20 saija dan igbal taufik," Dinamika Hukum Islam Indonesia”,(CV Budi Utama, Yogyakarta,
2012), him 1

2! Rostianna Purba, "Pengetahuan dan Sikap Perawat Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri

APD"hlm 1
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pandemi Covid-19 APD sangat penting digunakan tenaga medis untuk
meminimalisir penyebaran covid-19 dari pasien yang mengalami gejala
covid-19. Seperti yang ada di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan ini
sebagai wilayah hukum dilakukannya pernikahan berlangsung. Kecamatan
ini terletak di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disini mahar Alat Pelindung Diri sifatnya hanya berupa mahar tambahan
saja
H. Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden
langsung. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yakni
dilakukan dengan menggunakan pendekatan wawancara langsung yang
berlokasi penelitian wilayah hukum kecamatan Banguntapan.
1. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan dari  rumusan masalah di atas, data yang harus
dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah : 1) proses pernikahan
dengan mahar alat pelindung diri, 2) siapa saja pihak yang terlibat dalam
proses pernikahan tersebut, 3)kronologi penyerahan mahar berupa alat
pelindung diri. |
2. Sumber data
Adapun sumber data yang dilakukan untuk memperoleh data
yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Sumber primer
Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau
yang bersangkutan yang memerlukannya.??> Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber utama adalah mempelai yang melakukan
pemberian mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam acara nikah
bareng peduli Covid-19, kepala KUA Banguntapan yang menyetujui

22 Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 4, 2021. hlm 439
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adanya mahar tersebut dan pihak-pihak yang terlibat dalam acara
nikah bareng peduli Covid-19.
b. Sumber sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah
ada.?? Dalam penelitian ini sumber sekunder merupakan sumber
yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian adalah literatur-
litelatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai mahar.
Sumber data sekunder memiliki tujuan untukmemperkuat analisis
dan memberikan penjelasan dari data sumber data primer. Sumber data
sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, Al-Qur’an,
Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih, buku nikah, atau bukti
pernikahan yang lain seperti foto pernikahan dan bukti yang berkaitan
dengan penelitian yang membahas tentang mahar.
Adapun literatur yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
1. Fikih Munakahat kajian fikih lengkap penulis Tihami dan Sohari
2. Mahar Services dalam Pernikahan Islam penulis Muhammad
Karim dan Nurhadi
3. Figih Islam Wia Adillatuhu penulis Wahbah Az-Zuhaily dan
diterjemahkan poleh Abdul Hayyie Al-Kattani
4. Hukum Perkawinan Islam penulis Umar Haris Sanjaya dan Aunur
Rahim Faqih
5. Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektit Syariah Islam penulis
Subhan
6. Kedudukan Mahar Perkawinan penulis Muhammad Ridwan
3. Teknik pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang

atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan,

2 Ibid, hlm 439
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pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek.?* Disini
penulis melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan
perkawinan, Kepala KUA Banguntapan serta pihak-pihak yang
terlibat dalam prosesi pernikahan.
b. Dokumentasi
Sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Penulis mencari dan mengumpulkan data yang
diperlukan di dalam penelitian ini, tujuannya adalah agar penulis
lebih mudah mengkaji dan memahami apa yang akan diteliti.
Dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah
buku atau akta nikah, foto-foto pernikahan, cinderamata dan lain
sebagainya.
4. Teknik analisis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif dari hasil wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga
teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu
penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian
diinterpetasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.2® Secara
teknis penelitian ini; akan mendeskripsikan tentang penggunaan mahar
berupa Alat Pelindung Diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli
Covid-19. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan
dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data
secara umum kemudian dibahas secara khusus. Berpikir dengan cara
deduktif perlu diperhatikan atau didasarkan pada kebenaran pernyataan-
pernyataan sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan menerangkan

tentang Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa Alat

2 Drg. K.R. Soegijono, " Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data'. Media
Litbangkes VoL III No. 01/1993. hlm 18

25 Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian [lmiah Dasar Metode dan Teknik (Bandung:
Mizan,1990), him 138
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Pelindung Diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli Covid-19 di

Kecamatan Baguntapan.

I. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan laporan

penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab dalam penulisannya.
Yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana satu
dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika dalam
penelitian ini yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan, latar belakang masalah,
identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang mahar dan manfaat mahar.
Yang memuat tentang pengertian mahar nikah, dasar hukum mahar nikah,
sejarah mahar, bentuk dan jenis mahar, syarat-syarat mahar di dalam
pernikahan.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan data dari hasil penelitian
tentang pemberian mahar berupa alat pelindung diri (APD) dalam acara
nikah bareng peduli Covid-19 di. Kecamatan Banguntapan Bantul yang
meliputi deskripsi wilayah, biografi mempelai, pengertian mahar berupa Alat
Pelindung Diri (APD), tata cara pemberian mahar Alat Pelindung Diri
(APD), serta tujuan dan manfaat dalam penggunaan mahar berupa alat
pelindung diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli Covid-19.

Bab keempat, berisikan tentang penjelasan analisis terhadap hasil
penelitian penggunaan mahar berupa alat pelindung diri (APD) dalam acara
nikah bareng peduli Covid-19 di kecamatan Banguntapan Bantul yang
diperoleh dari data wawancara dan catatan lapangan kemudian dianalisis
dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi

ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bagaimana tinjauan Hukum
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Islam mengenai penggunaan mahar berupa alat pelindung diri (APD) dalam
acara nikah bareng peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul.
Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi

penelitian berikutnya dan masyarakat pada umumnya



BABII
MAHAR NIKAH

A. Penegertian dan Dasar Hukum Mahar

a) Pengertian Mahar

a.

Secara Etimologi
Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan oleh mempelai laki-

laki kepada mempelai wanita baik berupa uang atau barang, yang

diberikan pada saat diadakannya akad nikah. Dalam proses
pernikahan, mahar merupakan salah satu unsur yang sangat penting.

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan nama, yaitu: shadag,
nihlah, faridhah, hibah, ujr, 'ugr, dan alaig. Keseluruhan kata
tersebut mengandung arti wajib memberi.!

I Shadaq adalah sebagai pertanda cinta yang benar-benar murni,
jujur, dan bukan bohong, bukan hanya untuk melamppiaskan
nafsu, namun sebagai pasangan hidup, bukan penipuan, dan juga
bedasarkan pada hakikat.?

2. Nihlah adalah sesuatu yang wajib untuk diberikan.

3. Faridhah adalah kewajiban karena maskawin , merupakan
kewajiban seorang laki-laki 'yang hendak menikahi "seorang
perempuan.’

4 Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
ada imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup
untuk memiliki.*

5. Ujr adalah imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu

pekerjaan yang diberikan

! Sudarto, Fikih Munakahat,(Sleman: CV Budi Utama, 2012), Him 43
2 murtadha muthahhari, pelajaran-pelajaran penting dari Al-Qur'an,(Jakarta: Lentera,2001), him

119

3 Aep saepulloh Darusmanwiati, Serial Figh Munakahat IV, “Mahar,resepsi dan Adab Malam
Pengantin Menurut Petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah”, Him 3

4 Abdul Ghofur Anshori, “Filsatat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia’(Gadjah mada
University Press,2018). Him 1

18
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6. Ugradalah mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan
7. Alaig adalah sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita’
b. Secara Terminologi
Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan dari seorang
calon suami kepada calon istri sebagai wujud dari kesungguhan
calon suami yang diharapkan dapat menciptakan rasa cinta seorang
istri kepada suaminya, atau dapat pula diartikan pemberian yang
diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya yang berupa
barang maupun jasa dapat pula berupa pembebasan, mengajar, dsb®
Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama sebagai
berikut:

1. Sayyid Sabiq mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi
perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan
dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasan atas dirinya.

2. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang wajib
diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk
dapat menguasai seluruh anggota badanya.

3. Mazhab Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri
sebagai imbalan setelah persetubuhan dengannya. |

4. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang
didapatkan oleh perempuan akibat dari suatu pernikahan atau
persetubuhan.

5. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai
pengganti dalam akad pernikahan baik mahar yang ditentukan
pada saat akan nikah atau ditetapkan setelahnya dengan

keridhaan kedua belah pihak atau hakim.’

5 Muhammad Karim dan Nurhadi, Mahar Services dalam Pernikahan Islam (Guepedia, 2020), hlm
62

® Wahbah az-Zuhaily, Figih Islam Wia Adillatuhu 9 , diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-
Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007)HIm 231

7 1bid, him 230
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6. Menurut Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-
Husaini, mendefinisikan nama bagi harta yang wajib diberikan
oleh laki-laki kepada wanita yang disebabkan akad nikah.

7. Menurut Amir Syarifuddin, yakni pemberian khusus yang
bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan oleh
mempelai laki-laki kepada mempelai wanita ketika atau akibat
dari berlangsungnya akad nikah.®

8. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar
adalah hak wanita karena dengan menerima mahar artinya ia
suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja
mengawininya. Mempermahal maskawin adalah suatu hal yang
dibenci Islam karena akan mempersulit hubungan perkawinan di
antara sesama manusia.

9. Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta
benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena
adanya akad nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki
untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.’

Menurut berbagai pengertian yang lain adalah:

1. Dalam pasal 1 bagian d di Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahar
adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang
tidak bertentangan dengan Hukum Islam.!°

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maskawin atau
mahar adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misal

emas,barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada

8 Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Isiam, (Malang: UB Press, 2017). Hlm 95
% Ra'd Kamil Musthafa al-1“liyali, Membina Rumah Tangga yang Harmonis, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2001), hlm 55

19 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Gema Insani Press, 1994),him 77
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waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara
hutang”.!!

Pengertian Mahar telah dijelaskan dari berbagi pandangan,
namun nampaknya tidak ada perbedaan yang menonjol dimana
setiap pengertiannya. Pengertian yang beragam dan memiliki
definisi yang sama tentang mahar yaitu sesuatu yang wajib
diberikan calon suami kepada calon istri dikarenakan adanya
pernikahan.

Mahar yang tidak dibayarkan oleh mempelai pria tidak harus
dibayarkan secara tunai, sepanjang mempelai wanita menyetujui
terhadap penangguhan pembayaran mahar. Tetapi ini harus menjadi
perhatian terhadap mempelai pria, karena penangguhan pembayaran
mahar adalah sebuah hutang bagi si mempelai pria. Tidak pantas
rasanya seorang suami yang mengawini seorang wanita tetapi pada
langkah awal keharusan mahar tidak dapat dipenuhi.

Terhadap perselisihan yang timbul akibat bentuk, jenis, dan
nilai mahar dari masing-masing mempelai, kompilasi hukum Islam
memberikan ruang penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama.
Perselisihan terhadap persoalan| mahar ini bisa saja 'terjadi bila
mabhar itu cacat; bentuk, kekurangan, atau belum dibayar yang itu

semua dipersoalkan oleh istri.'?

Jadi meskipun mahar bukan termasuk dalam rukun dan
syarat sahnya nikah. Akan tetapi, merupakan keharusan atau
kewajiban suami kepada istrinya sebagai tanda bukti cinta dan

ketulusan suami kepada istrinya.

b) Dasar Hukum Mahar

" Huzaemah Tahido Yanggo et al., Membendung Liberalisme (Jakarta: Naragita Dinamika,

2006),hlm 82.

12 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta: Gama
Media, 2017) Hlm 65
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Hukum Islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk
terhormat dan mulia, maka diberikanlah hak bagi perempuan untuk
menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar
merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria
sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan
dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukan lambang jual-beli,
akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus
sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi
nafkah kepada istri, selain itu pula sebagai lambang cinta kasih dan
sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama
Syaf’iyah.

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama (al/-
shadiq, nihlah, faridhah, ajr) secara eksplisit diungkap di dalam Al-
Quran seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa (4):4 Allah SWT.

Berfirman :

55 & . 54154 . 94 a0 - P ot ETes @ AL T P
C o 333 el &5 oos 32 380 (b D0 A2 Feslt cledl 15

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu
dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu
dengan senang hati.!3

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami
dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam
perwaliannya. "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita-wanita
yang kamu nikahi, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu
nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan
penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu
kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan,

menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu,

13 QS An-Nisa :4
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maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang

sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.”

Maskawin oleh ayat ini disebut dengan shadugat, bentuk jamak
dari shaduga, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini
karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu
merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa
maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan
ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup
istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak
membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia
terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada

suaminya.

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat
oleh lanjutan ayat yakni nihlat. Kata ini berarti “pemberian yang tulus
tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ta juga dapat berarti agama,
pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan
bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya
tanpa mengaharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong

oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.'*

Rasulullah SAW bersabda :

i

s Gr £18 315 55 451 J6 s LB 4

Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan
kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd
bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada
seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin
besi."

14 Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektit Syariah Islam” at-turas jurnal study
keislaman, volume IV, Number 1,Januari-Juni 2017, hlm 5
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Jika istri telah menerima maharnya, yanpa ada suatu paksaan
dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh
diterima dan tidak disahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan
maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal untuk

menerimanya. Sesuai dalm firman Allah SWT :

S0z
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Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan
kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta
yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali
sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara
dusta dan dosa yang nyata?.'®

Dalam ayat selanjutnya, Allah SWT. Berfirman :

7 % (%(zow ,}° fo'//& .o ! 9} , o .91 °q, ’.o}'.g./. s 0F
Blle B SCa 045 iy ) 3080 sl 155 543086 LS

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu
telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun
(istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat.!”

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah bahkan Iam
Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikan

mahar adalah sebuah kewajiban.'®

Di Indonesia, kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang
pemberian mahar secara panjang lebar tercantum dalam undang-
undang pernikahan yang terdapat dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, dan 38. Secara substansial hampir seluruh aturan tersebut
mengadopsi dari kitab fgh menurut jumh{ir ‘ulama. Isi secara lengkap

dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 30

16 (QS An-Nisa :20)
7Q.S An-Nisa : 21
18 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap,.... hlm 38
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Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai
wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah
pihak.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan
yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu
menjadi

Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar
boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang
belumditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Pasal 34
(1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam
perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar
masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35
(1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukh@il wajib membayar
setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhil seluruh mahar
yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
(3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhill tetapi besarnya mahar
belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti

dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain
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yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang
yang hilang.
Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
Pasal 38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang,
tetapi
(calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat,
penyerahan mahar dianggap lunas.
(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami
harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama
penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum
dibayar.!®
B. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar
1. Klasifikasi Mahar
Dari segi klasifikasi mahar, mahar dibagi menjadi dua bagian
yaitu:
a) Mahar Musamma
Mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau
dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang di
nyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.
Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar
harus diberikan secara penuh apabila :
1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT.
Berfirman :
26 2 e o0 el 52l g 25 0 g Jliz A1 O

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka

¥ Ibid, hlm 7
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harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali
sedikit pun darinya.?°

2) Salah satu dari suami-istri meninggal. Demikian menurut ijma’.
Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila telah
bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab
tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira
perawan tapi janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan
tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar

setengahnya. Bedasarkan firman Allah SWT :

s i Laiad Balh 50 (23 Jig B4R O Jid 0 S2340A1L O
Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh
(campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka
(bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan..... 2!

Jenis mahar musamma‘ada dua, yakni: mahar musamma* Mu’ajjal
dan mahar musammaa“‘ Ghairu Mu’ajjal. Mahar musamma‘ mu’ajjal
adalah mahar yang harus segera diberikan calon suami kepada calon
istri (kontan), sedangkan mahar ghairu mu’ajjal adalah mahar yang
sudah ditetapkan nilai dan bentuknya pada saat akad nikah tetapi
pembayarannya ditangguhkan (kredit) |

b) Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya
menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri

karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.
e S et g g aREE T Gl il O S p 2 Y
Gt o s Syl B S8 gt o5 G608 et
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka
dan sebelum kamu menetukan maharnya. Dan hendaklah kamu

berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu
menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut

20Q.S An-Nisa’;20
2! Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat kajian fikih lengkap..... hlm46.
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kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yag berbuat

kebajikan??

Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki
boleh memilih salah satu dari ketiga kemungkinan ada. Kemungkinan
pertama, seorang suami tidak perlu membayar mahar kepada
isterinya. Kemungkinan kedua, suami membayarkan mahar mitsilnya.
Kemungkinan ketiga, memilih membayar mahar mitsilnya adalah
keputusan yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena
disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa
diterima oleh pihak keluarga isteri.?}

Tentang mahar mitsil ini, ada beberapa situasi yang
diberlakukan padanya, yaitu:

1. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu
rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli tetapi
merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad
nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar dan bila terjadi
percampuran ditentukanlah mahar mitsil. Kalau kemudian istri di
talak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar tetapi
harus diberi mut’ah yaitu pemberian sukarela dari suami bisa
dalam bentuk pakaian, cicin dan sebagainya. Kalau kedua belah
pihak setuju dengan pemberian mahar bentuk barang tersebut
maka barang itulah yang menjadi mut’ah-nya. Tetapi kalau tidak
diperboleh kesepakatan maka hakimlah yang menentukannya.
Akan halnya apakah berduaan dalam kamar itu hukuman sama
dengan mencampuri di belakang akan saya kemukakan uraian

tentang itu.

22 QS Al-Bagarah;236
2> Muhammad Ridwan, Kedudukan Mahar Perkawinan, Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 1, Juni
2020, HIm 27.
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2. Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki,
semisal khamr dan babi seperti telah dijelaskan sebelumnya.

3. Percampuran  syubhat, secara sepakat mengharuskan di
bayarkannya mahar mitsil. Yang dimaksud dengan mencampuri
karena syubhat adalah mencampuri seorang wanita yang
sebenarnya tidak berhak dicampuri karena ketidak tahuan
pelakunya bahwa pasangannya itu tidak berhak dicampuri,
misalnya ada laki- laki yang mengawini seorang wanita yang
tidak dia ketahui bahwa wanita tersebut adalah saudara
perempuan sesusuannya dan baru diketahui kemudian. Atau
mencampurinya hanya karena wanita tersebut mewakilkan
perkawinannya kepada orang lain dan laki-laki pun akan
melakukan hal yang sama, karena menganggap bahwa perwakilan
semata dapat menghalalkan percampuran. Dengan kata lain yang
disebut sywbhat itu adalah terjadinya percampuran did luar
pernikahan yang sah disebabkan oleh sesuatu hal yang dimaafkan
oleh syar’i yang melepaskannya dari hukuman Aad. Itu sebabnya,
maka Imamiyah memasukkan persebadanan orang gila, orang
tidur dan orang mabuk ‘dalam kategori ‘percampuran karena
syubhat

4. Imamiyah, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa
yang memperkosa seorang wanita maka dia harus membayar
mahar mitsil tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya
dengan rela maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar
apapun.’*

2. Kualifikasi Mahar
Kualifikasi mahar mengenai apa saja yang diperbolehkan untuk
dijadikan sebuah mahar :

a. Syarat-syarat Mahar

24 Muhammad Jawad, Figih Lima Mazhab (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000), hlm 367.
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Mahar yang diberikan kepada calon istri, harus memenuhi syarat
sebagai berikut ini :
1. Harta/bendanya berharga
Tidaklah sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi
sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya
mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai
yang cukup maka tetaplah sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena
semua barang itu haram dan tidak memiliki nilai atau tidak
berharga barangnya
3. Bukan barang gasab
Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa
seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena
berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar
dengan barang hasil gasab adalah tidak sah, tetatpi akad
pernikahannya tetap sah
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya
Artinya tidak 'sah mahar dengan memberikan Barang yang
tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenis barangnya.
Imam Syafi’i mengatakan bahwa ,mahar itu tidak boleh kecuali
dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya.?
Benda-benda yang tidak boleh dimiliki disebabkan karena ia
tidak suci seperti benda-benda tersebut diatas atau kurang
bermanfaat seperti sebiji padi, setetes minyak dan semisalnya.
Barang-barang yang tidak bermanfaat seperti itu tidak boleh
dijadikan mahar dalam pernikahan, karena dianggap tidak sah
dijadikan imbalan dalam jual beli, sebab ia tidak bisa disebut

sebagai harta. Demikian juga benda-benda yang tidak sah dimiliki

25 Sudarto, Fikih Munakahat......... , Hlm 45
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karena ada hak orang lain atau benda yang ditemukan dijalan.
Semua itu tidak sah dijadikan mahar dalam pernikahan.?¢

Di dalam figh di jelaskan syarat-syarat mahar manfaat itu antara lain:

1. Madzhab Syafii
Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut
mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun
syariat. Ulama Syafii menganggap tidak sah bagi orang yang
mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi
diajarkan kepada orang kafir zimi bukan dengan tujuan masuk Islam.?’

2. Mazhab Maliki
Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang tidak dapat dihargakan seperti
gisas yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya maka dia
kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan meninggalkan qgisas. Akad
ini batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri digauli maka dia mesti
diberikan mahar mithil dan kembali kepada diat. Tidak boleh
memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa
harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar. Misalnya
mengawini perempuan dengan berupa mahar dia ceraikan madunya atau
dia tidak memadunya dengan perempuan lain atau tidak membawa
keluar dari negaranya maka semua mmanfaat ini tidak bisa dijadikan
mahar karena manfaat ini tidak bisa diambil dengan harta.

3. Madzhab Hambali
Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya seperti
menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya,
jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan
saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu
berfungsi sebagaimbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau

manfaat itu tidak diketahui.

26 Nur Jannah, Mahar Pernikahan,(Y ogyakarta: Primashopi Press, 2003), hlm 34
27 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab fi Figh al-Iman al-Syati’i, 11 (Beirut: Dar al Fikr,t.t.), Him
57.
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4. Madzhab Hanafi
Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat
yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan,
menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.?
3. Ketentuan Mahar

1. Menurut ulama Figh

Mahar tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan sebagai
rukun maupun syarat dalam akad nikah, tetapi lebih merupakan
konsekuensi logis yang timbul karena adanya akad nikah itu sendiri.
Dalam mengenai ketentuan mahar ini para ulama sepakat bahwa
tidak ada batasan mengenai jumlah minimal maksimal jumlah mahar.
Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya

rezeki.?’

Beberapa pendapat para ulama mazhab mengenai batasan minimal

jumlah mahar yaitu:
1) Imam Syafi’i

Imam Syafi’i berhujjah bahwa mahar wanita tidak
ditentukan dengan jumlah tertentu sebab Allah menyebutkan

mahar tanpa mengkadar dengan jumlah tertentu.

Jumlah mahar di zaman Rasulullah diperselisihkan akan
jumlahnya hingga Rasulullah pun memperbolehkan seseorang
menikahi wanita hanya dengan mahar sebuah cincin terbuat dari
batu; bahkan Rasulullah bersabda, “Mahar adalah apa yang saling

diridhai oleh kedua calon mempelai.”

“Kami berhujjah dengan dalil-dalil tersebut bahwa mahar

adalah sebuah yang bernilai dan kadarnya ditentukan oleh kedua

28 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Mugtashid, di terjemahkan oleh Al-Mas’udah
(Semarang: Asy-Syifa, 1990), Hlm 391.
2 Abdul Kholiq Syafaat, Hukum keluarga Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm 175
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calon mempelai. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut menunjukkan
kebenaran pendapat kami.” Kemudian sebagian ulama mengkritik
beliau dengan berkata, “Mahar tidak boleh lebih sedikit dari
sepuluh dirham,” lalu kami bertanya kepada mereka, “Apa dalil
dari pendapat kalian tersebut ?” mereka berkata, “Kami
meriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah, bahwa mereka
berpendapat mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.” Lalu
kami berkata, “Kami telah menyebutkan sebuah hadis dari
Rasulullah, namunkalian mengingkarinya hanya karena riwayat
dari sebagian sahabat. Sungguh pikiran kalian sangatburuk.” Lalu
mereka berkata, “Pikiran buruk adalah menghalalkan kemaluan
wanita dengan mahar yang murah,” lalu beliau berkata, “Apakah
jika seseorang membeli budak wanita dengan satu dirham, apakah
ia boleh untuk menggaulinya?” ia berkata, “Ya,” lalu beliau
berkata, “Saya menghalalkan kemaluan dengan mahar yang
murah, namun kalian menghalalkan kemaluan dengan tambahan

perbudakan dengan hargayang lebih murah.”

Kemudian Imam Asy-Syafii berkata, “Jika ada seseorang
yang mulia menikahi wanita yang hina dengan mahar satu dirham,
lalu seorang laki-laki hina menikahi wanita terhormat dengan
sepuluh dirham; bukankah yang kedua lebih baik dari yang
pertama? jika hal ini diperbolehkan, lalu mengapa pendapat kami
tidak diperbolehkan?3°

2) Imam Malik
Dalam persepktif Imam Malik bahwa maskawin ada batas
minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu

sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat

39 Tmam Fakhruddin Ar -Razi, Manaqib Imam Asy-Syafi’i terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm 174.
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tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas
dan perak tersebut.?!

3) Imam Abu Hanifah

Mazhab Al Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat
bahwa tidak disebut sebagai mahar kecuali ada nilai minimalnya.
Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Said bin Jubair, An-
Nakha’i, Ibnu Subrumah dan lainnya. Mazhab Al-Hanafiyah
menyebutkan bahwa minimal nilai mahar itu 10 dirham.
melainkan setidaknya 10 dirham menurut kebiasaan yang berlaku
saat itu.3?

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Ada beberapa ketentuan mahar yang terdapat di dalam Kompilasi

Hukum Islam:

1) Mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri;

2) Jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak dengan
anjuran kesederhanaan dan kemudahan dalam mewujudkannya;

3) Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai
perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk
menafkahi istrinya;

4) Mahar boleh |dibayar tunai atau ditangguhkan sebagian atau
seluruhnya asal disetujui oleh calon istri dan menjadi utang calon
suami;

5) Kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun perkawinan.
Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar tidak menyebabkan
batalnya perkawinan. Mahar berutang tidak mengurangi sahnya
perkawinan.3?

C. Kedudukan Mahar

3! Dani Miharja, Batasan Mahar dalam Perkawinan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik
(Skripsi---UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm 62.

32 Ibid, hlm 63
33 Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan dalam Agama-agama (Jakarta: Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya, 2020), 15.
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Dalam figh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan terkait
kedudukan mahar, yakni :

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV pasal 30 dikatakan bahwa
: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai
wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah
pihak. Demikian pula dalam Syariat islam khususnya fikih munakahat,
pria wajib membayar mahar kepada calon istrinya.

2. Dalam pasal 31 dinyatakan bahwa : penentuan mahar bedasarkan asas
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Demikian pula dalam fikih munakahat yang didasarkan kepada Al-Qur'an
dan Al-Hadist diterangkan bahwa perempuan yang murah atau sederhana
maharnya. Mahar diukur menurut kemampuan pihak mempelai laki-laki.

3. Dalam pasal 33 dikatakan bahwa : (1) penyerahan mahar dilakukan
dengan tunai; (2) apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan
mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.
Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon
mempelai pria. Demikian pula halnya dalam hukum perkawinan Islam
atau fikih munakahat, mahar dapat dilakukan secara tunai atau
berutang.>*

D. Jenis dan Kadar Mahar
a. Jenis Mahar

Mahar tidak sah jika tidak memiliki nilai sama sekali. Mahar harus
benda atau harta yang mempunyai nilai lebih. Meskipun harta tersebut
hanya berupa segenggam makanan gandum, beras, tepung, atau anggur
kering, dan makanan lainnya. Mahar juga boleh berupa sesuatu yang suci
dan bisa di ambil kemanfaatkannya. Oleh karena itu, mahar tidak boleh
berupa barang najis atau haram, seperti khamr, bangkai, darah, daging

babi, dan lainnya.

3% M. Syukri Albani Nasution, Hukum Perkawinan Muslim;, antara fikih munakahat dan teori neo-
receptie in complexu,(Jakarta, Kencana,2020) hlm 97
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Mahar tidak hanya terbatas pada dua mata uang, emas dan perak.
Mahar bisa berupa harta perniagaan, tanah, rumah, atau hewan ternak
asalkan memiliki nilai materil atau nilai jual. Mahar juga bisa berupa
manfaat atau jasa.®

b. Kadar Mahar

Di dalam syariat Islam tidak ada penentuan bentuk, jenis dan
jumlah nilai tinggi rendahnya sebuah mahar. Bisa disesuaikan dengan
kemampuan, keadaan dan adat istiadat dikediamannya. Tetapi
hendaklah berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan,
disesuaikan dengan kemampuan pihak suami.

Kalangan ulama sepakat secara bulat, bahwa tidak ada batasan
tertinggi mahar yang diberikan mempelai pria kepada istrinya. agama
tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula dengan jumlah
maksimum dari maskawin. hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan
kemampuan manusia dalam memberikannya.

Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi
maskaein yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. sebaliknya
orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memerinya. oleh
karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang
bersangkutan disertai. kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak
yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Mukthar ~ Kamal  menyebutkan, "janganlah  hendaknya
ketidaksanggupan membayar maskawin karena besarnya jumlahnya
menjadi penghalang bagi berlangsungya suatu perkawinan,"

Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadistnya : Artinya, "Dari Sahl
bim Sa'ad, Sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah SAW.,
Seorang wanita maka ia berkata; "Y a Rasulullah, Aku serahkan dengan
sungguh-sungguh diriku kepadamu." Dan, Wanita tersebut berdiri lama

sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata : "Ya Rasulallah

35 Ahmad Rabi’ Jabir Ar Rahili, Mahar Kok Mahal: Menimbang Mantaat dan Madaratnya, (Solo
:Tinta Medina, 2014), Hlm 66.
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SAW, kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tidak berminat
kepadanya". Maka Rasulullah SAW menjawab: "Adakah engkau
mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya?" Laki-
laki itu berkata: "Aku tidak memiliki sesuatu selain sarungku ini". Nabi
SAW berkata : "jikau engkau berikan sarungmu (sebagai mahar)
tentulah kamu duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain)".
Laki-laki itu menjawab : "saya tidak mendapatkan apa-apa." Nabi
berkata : "Carilah, walaupun sebuah cincin besi". Kemudian ia
mencarinya lagi, tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apapun. Maka,
Rasulullah SAW Bersabda : "Adakah enggkau hafal sesuatu ayat dari
Al-Qur'an?." Laki-laki tersebut berkata : "Ada surat ini, dan surat ini"
Sampai kepada surat yang disebutkannya. Nabi SAW. berkata : "Engkau
telah aku nikahkan dengan dia dengan maskawin (mahar) Al-Qur;an
yang engkau hafal" (HR Bukhari dan Muslim).3¢

Ibnu Taimiyah berkata “mahar seorang wanita boleh banyak
jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, jika
disertai dengan hal-hal atau syarat-syarat lain yang bisa menjadikan
hukumnya makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan
kesombongan. Sedangkan, bagi orang yang 'tidak =mampu untuk
memenuhi jumlah yang besar tersebutj maka hukumnya makruh. Bahkan
bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi
hal itu atau mahar itu berbentuk benda yang diharamkan. Jika jumlah
mahar yang ditentukan itu besar dan dia menyanggupi dengan
ditangguhkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh. Karena, hal
ini bisamenyibukkan suami dengan tanggung jawab yang dipikulnya.?

Adapun mazhab Syafi’i, Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur
berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan
apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak.

Sedangkan, mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu

36 Sudarto, Fikih Munakahat. hlm 48
26 Fauzan, Figih Sehari-Hari, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm 673.
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yanglayak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga

dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat

biji kurma yaitu sperempat dinar dan itulah nishab menurut mereka.

Menurut mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal

mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan ekonomi yang

berlaku.’’

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusyd terjadi karena
dua hal yaitu :

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai
salah satu jenis pertukaran karena yang dijadikan adalah kerelaan
menerima ganti, baik jumlah sedikit maupun jumlah banyak. Seperti
halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah
ada ketentuannya. demikian karena ditinjau dari segi bahwa dengan
mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya,
maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari
segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan
mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya
pembatasan mahar dengan mathum hadist yang tidak menghendaki
adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan
adalah seperti prtnikahan iti ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada
ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Muhammad SAW.
“nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi” adalah dalil bahwa mahar
itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada
batasan terendah tentu beliau akan menjelaskannya.?®

E. Hikmah dan Manfaat Mahar
a. Hikmah Mahar
Adapun hikmah disyari’atkannya mahar adalah sebagai berikut:

37 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figih Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 182
38 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap,.. him 43
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1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari lak-laki
bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk
mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.

2. Mengangkat  derajat  perempuan dan  memberikan  hak
kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya
saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami
untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.

3. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya,
karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-
Quran di istilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh
kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.

4. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga
bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan.

5. Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada hubungan
pernikahan antara suami istri

6. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga
dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin
atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk
mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya
sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-
wenang terhadap isterinya.®

b. Manfaat Mahar
Mahar sebagai salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah

Swt untuk hamba-Nya. Manfaat mahar sebagai berikut:

1. Mahar bertujuan memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam dalam
memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk
memegang usahanya. Tanpa mahar pernikahan tidak dapat

dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan

39 Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan",Bandar Lampung, Hlm 49
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sebelum pelaksanaan akad nikah, dan merupakan hak mutlak seorang
wanita untuk menentukan besarnya mahar.*°

Diantara bentuk penghormatan Islam terhadap kaum wanita
adalah bahwa Islam mensyariatkan mahar sebagai sebuah kewajiban.
Mahar tersebut wajib diberikan seorang laki-laki kepada seorang
wanita saat ingin menikahinya. Mahar yang merupakan sejumlah
harta atau yang serupa dengannya, diberikan kepada wanita sebagai
hadiah atau hibah dan simbol bagi kehormatannya. Mahar juga
sebagai bukti penghormatan, cinta, dan kasih sayang kaum laki-laki
terhadapnya sehingga pada diri wanita itu tertanam rasa percaya diri,
kehormatan, dan kebanggaan diri. Mahar pun bisa menjadi pengikat
yang kuat hubungan antara suami dan istri.

2. Mahar adalah modal seorang wanita untuk mempersiapkan diri
sendiri. Sebelum menikah seorang wanita tinggal bersama bapaknya
dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai sesuai kemampuan. Jika
ia sudah beralih kerumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian
yang indah dan anggun serta cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan
yang dikenakan saat setelah pernikahan. Tak hanya itu, ia juga
membutuhkan barang-barang . yang biasanya | dipakai guna
mempercantik diri. seperti bedak; parfum, skincare, serta bahan
kosmetik yang lainnya. Dengan seperti itu ia bisa berpenampilan
layaknya seorang istri untuk suami, suamipun bisa menjaga
pandangan dan kemaluannyadari hal-hal yang diharamkan oleh Allah
Swt. Dengan kondisi ini mahar menjadi faktor pendukung baginya
dalam membeli segala perlengkapan dan kebutuhan yang baik berupa
pakaian.*!

3. Mahar adalah menunjukkan bahwa akad pernikahan mempunyai

kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada

40 Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A Aziz, Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), him 44.

4 Ahmad Rabi’ Jabir Ar-Rahili, Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudharatnya, (Solo:
Tiga Serangkai, 2014), hlm 15.
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laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk
berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan
dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan
kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada
suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila
suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar
dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru
menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari
mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhiri, penyerahan
mahar bagi perempuan yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai
jaminan wanita ketika ditalak.*?
F. Tujuan Mahar
Mahar mempunyai tujuan dalam sebuah pernikahan. Adapun tujuan
mabhar yaitu:

a. Mahar merupakan hadiah dalam bentuk nilai uang sebagai bentuk cinta.
Mahar juga dapat mempererat kasih sayang suami istri. Mahar bentuk
kejujuran dan keikhlasan seorang suami dan istri dalam merelakan apa
yang menjadi kesepakatan demi terwujudnya ketenangan dalam keluarga
nantinya. ‘Dapat dimaklumi bahwa tugas masing-masing dalam rumah
tangga sudah nyata, suami sebagai kepala keluarga dan bertanggung
jawab untuk urusan nafkah dan anak-anaknya. Masing-masing peran
tersebut di ikat dalam akad yang dibalut dalam ekonomi finansial,
termasuk dari mahar suami, dan memang mahar asalnya dari suami.

b. Selalu menjadi mitra antara suami istri agar terlaksana kehidupan rumah
tangga yang aman dan damai serta tenteram dan juga bahagia. Sebab itu
tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita setelah menikah harus
keluar rumah orang tuanya dan tinggal di tempat yang telah disediakan
oleh suaminya untuk menjalani kehidupan baru dalam rumah tangga.

Tentunya di rumah sebagai tempat tinggal baru bagi wanita di rumah

42 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat
penerjemah; Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm 177
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suami, tentu servis di rumah haruslah memadai agar istri selalu
berpenampilan yang anggun dan cantik, hal ini memerlukan modal dan
biaya, maka tidak salah kalau seandainya mahar itu mahal dan juga tinggi
sesuai tingkat sosial istri dan kemampuan suaminya.

c. Saling membantu dalam mengisi kehidupan di rumah. Dalam adat
masyarakat di Indonesia ada yang beranggapan bahwa isi rumah adalah
kewajiban istri, lalu darimana biaya tersebut kalau bukan dari keuangan
suami, namun jika tidak demikian sudah sebaiknya suami membantu
mengisi isi rumah yang dibutuhkan dalam rumah tangga agar tercipta

keindahan dan kenyamanan serta keamanan dalam rumah.*?

42 Muhammad Karim dan Nurhadi, Mahar Services dalam Pernikahan Islam jhlm 131.



BAB III
PEMBERIAN MAHAR BERUPA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DALAM ACARA NIKAH BARENG PEDULI COVID-19
DI KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL

A. Profil KUA Banguntapan

1. Letak Wilayah KUA Banguntapan Bantul

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan
beralamat di JI. Karangturi No.146, Wiyoro, Baturetno, Kec.
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos
55197.

KUA Kecamatan Banguntapan mempunyai letak geografis yang
berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Kecamatan Banguntapan berada di sebelah Timur Laut Ibukota
Kabupaten Bantul. Berada pada lintang 7°49°29” dan bujur 110°24°12”,
Berdasarkan data statistik tahun 2015 luas wilayah Kecamatan
Banguntapan adalah 28.48 km2. Wilayah administrasi kecamatan
Banguntapan meliputi 8 desa :

1. Desa Banguntapan, dengan luas wilayah 8,33 km2
Desa Baturetno, dengan luas wilayah 3,94 km2
Desa Singosaren, dengan luas wilayah 0,67 km2
Desa Jagalan, dengan luas wilayah 0,27 km2
Desa Tamanan, dengan luas wilayah 3,75 km2
Desa Wirokerten, dengan luas wilayah 3,86 km2

Desa Potorono, dengan luas wilayah 3,90 km?2

®©® N kWD

Desa Jambidan, dengan luas wilayah 3,76 km2

Wilayah Kecamatan Banguntapan berbatasan dengan
Kecamatan Banguntapan berada di dataran rendah. Ibukota
Kecamatannya berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut.

Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten
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Bantul adalah 15 Km. Bentangan wilayah di Kecamatan Banguntapan

100% berupa daerah yang datar sampai berombak.
Utara : Kecamatan Depok, Sleman;
Timur : Kecamatan Piyungan;
Selatan : Kecamatan Pleret;
Barat : Kecamatan Sewon.

Kecamatan Banguntapan beriklim seperti layaknya daerah
dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya.
Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Banguntapan adalah 370C
dengan suhu terendah 240C. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan
Banguntapan adalah 135.888 jiwa dengan dengan jumlah penduduk laki-
laki 68.068 jiwa dan penduduk perempuan 67.820 jiwa. Tingkat
kepadatan penduduk di Kecamatan Banguntapan adalah 4.771 jiwa/km2.

Di Kecamatan Banguntapan terdapat berbagai lembaga
keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan
terhadap, kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam kaitan ini KUA
Banguntapan, merupakan mitra atau pembina bagi’ lembaga-lembaga
tersebut. Lembaga-lembaga keagamaan Islam yang ada di kecamatan

Banguntapan :

—

Nahdlatul Ulama (NU)

Muhammadiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banguntapan

Dewan Masjid Indonesia (DMI)Banguntapan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banguntapan

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Banguntapan

Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Baguntapan
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qu’an (LPTQ) Banguntapan
Badan Amil Zakat (BAZ) Baguntapan

A e A R
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10. Badan, Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Banguntapan
11. Majelis Mujahidin Wilayah
12. LDII
2. Tugas dan Fungsi KUA Banguntapan Bantul
Kantor Urusan Agama Banguntapan memiliki tugas dan fungsi :

a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.

b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan,
pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.

c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat
setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf,
baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga
sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji
dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal,
hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan
aturan yang berlaku.!

B. Pertimbangan KUA Memperbolehkan menggunakan Mahar Alat Pelindung
Diri |

Mahar merupakan . pemberian yang wajib baik berupa uang atau
barang yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita, pada
saat diadakan akad nikah. Mahar juga merupakan salah satu unsur terpenting
dalam proses pernikahan.

Pihak KUA yang merafa’ atau memeriksa berkas pernikahan dengan
tambahan mahar alat pelindung diri adalah Bapak H. Ngatijan, selaku kepala
KUA Banguntapan Kabupaten Bantul. Beliau juga tidak mempermasalahkan
adanya tambahan alat pelindung diri sebagai mahar, beliau menjelaskan
bahwa selama mahar tidak melanggar syarat-syarat mahar bedasarkan syariat

islam sah-sah saja. Apalagi memiliki kemanfaat lebih baik untuk pengantin

! Dokumentasi, KUA Banguntapan
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atau masyarakat umum yang membutuhkan, karena bagi beliau mahar bisa
diberikan selama memiliki nilai untuk penggunaannya. Beliau juga
menjelaskan bahwa ketentuan mahar tidak memiliki batasan yang baku
terkait minimal dan maksimal, sesuai dengan hukum islam maupun sistem
undang-undang yang berlaku bahwa pemberian mahar tidak ada batasan
untuk memberikan jumlah mahar yang akan diberikan dan tidak
memberatkan pihak yang memberikan mahar tersebut dan yang penting rela
satu sama lain antara calon suami dan calon istri. Terkait dengan pemberian
mahar alat pelindung diri diambil dari sisi yang lain sangat banyak
kemanfaatnya bagi masyarakat yang lain, karena ini pernikahan yang
merasakan kemanfaatanya bukan hanya calon pengantin melainkan
masyarakat yang lain. Setelah memberikan nasehat kepada calon pengantin,
Kepala KUA Banguntapan Kabupaten Bantul menyerahkan sepenuhnya
kepada calon pengantin tentang mahar apa yang akan digunakan. Karena
penentuan mahar adalah hak dari calon pengantin, beliau tidak bisa
memaksakan kehendaknya dan tidak ada peraturan yang mengatur ketentuan
mahar dari KUA.?
C. Faktor Pemberian Mahar Berupa Alat Pelindung Diri
a. Faktor Kesederhanaan
Pemberian alat pelindung diri sebagai mahar dikarenakan memiliki
sifat yang sederhana dan tetunya tidak memberatkan salah satu pihak.
Dalam masalah perkawinan, agama islam telah berbicara banyak
mengenai bagaimana mencari kriteria untuk mencari calon pendamping
hidup hingga bagaimana memperlakukan pasangannya kala resmi menjadi
penyejuk hati. Islam menuntun umatnya, begitupun Islam mengajarkan
bagaimana cara mewujudkansebuah pesta yang meriah, tetapi tidak
mengurangi nilai keberkahan dan tidak melanggar tuntunan Nabi

Muhammad SAW. Begitu pula dengan pernikahan yang sederhana, tetapi

2 Ngatijan (Kepala KUA Banguntapan), Wawancara, Bantul, 21 Desember 2021.
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tetap penuh makna dan berharap mendatangkan keberkahan yang tak
kunjung habis.?
b. Faktor Sosial dan kemanfaatan

Dikarenakan kurang pekanya masyarakat terhadap meminimalisir
penyebaran Covid-19 yang yang kunjung selesai menjadi faktor utama
dalam pemberian mahar berupa alat pelindung diri, sikap kepedulian
terhadap lingkungan sosial masyarakat. Apalagi penggunaan alat
pelindung diri sangat menjadi urgent bagi pihak kesehatan yang
membutuhkan dan keterbatasan stok. Harapannya juga dapat
mewujudkan pasangan yang sakinah dan sejahtera membawa keberkahan
terhadap masyarakat yang dilandasi oleh nilai social yang tinggi, sehingga
dapat memberikan kemanfaatan yang lebih dalam lingkungannya

Oleh karena itu, jika pria dan perempuan saling menyetujui
dilangsungkan dengan dasar solidaritas yang tinggi dan dapat
memberikan kemanfaatan di keesokan harinya. Maka , menjadi bekal
awal yang kuat untuk meembangun pasangan yang hidup tentram dalam
bermasyarakat.*

D. Proses Pernikahan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Serangkaian pernikahan  akan [terus berkembang pada setiap
zamannya, begitupun dengan mahar yang di berikan. Seperti yang terjadi di
wilayah banguntapan menggunanakan tambahan mahar alat pelindung diri
yang nantinya akan di donorkan kepada pihak yang membutuhkan. Ada dua
pasang peserta yang mengikuti nikah bareng peduli Covid-19, para pengantin
ini tidak hanya berasal dari wilayah Yogyakarta melainkan ada yang berasal
dari Jember Jawa Timur.

Profil mempelai :

i. Mempelai

Mempelai Perempuan

3 Djamaluddin, Aturan Pernikahan dalam Islam (Jakarta: JAL, Publising, 2011) hlm 3.
4 Ryan Budi Nuryanto (Ketua Pelaksana Nikah Bareng Peduli Covid-19), Wawancara, Bantul, 21
Desember 2021.
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Nama : Novi Rahmawati Ningsih

Usia : 23 tahun

Status : Gadis

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dusun Padukuhan Sumber Duren Glagahwero Kecamatan

Panti, Jember Jawa Timur

Mempelai Pria

Nama : Tunggul Pujangkoro

Usia : 25 tahun

Status : Jejaka

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Pojokusuman MG 1/343 YK Keparakan, Megarsangan,

Kota Yogyakarta, DIY
ii. Mempelai II

Mempelai Perempuan

Nama : Atik Tri Ujianti

Usia : 56 tahun

Stattus : Janda Mati

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Panggungharjo, SewonjBantul, DIY
Mempelai Pria

Nama : Lupadi

Usia : 51 tahun

Status : Duda Mati

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY?

Proses pernikahan dilangsungkan pada hari Jum’at 8 Mei 2020
bertepatan dengan 15 Ramadhan 1441 H di halaman Kantor Urusan Agama
(KUA) Banguntapan, berbeda dengan pernikahan pada umumnya pernikahan

5> Dokumentasi, KUA banguntapan
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ini digelar dengan terbatas 10 orang antara lain calon pengantin pria dan
perempuan, bapak-ibu calon pengantin,dan saksi sesuai dengan himbauan
pemerintah terhadap penerapan social distancing. Prosesi awal dilakukan
pengecekan suhu kepada calon mempelai dan tamu yang hadir , pemakaian
handsanitizer, masker dipakai untuk semua yang hadir khusus untuk calon
mempelai dan petugas ditambah menggunakan sarung tangan dan face shil.

Kedua pasangan dalam acara nikah bareng peduli covid-19 menikah
secara resmi yang proses ijab qobulnya dipimpin langsung oleh Bapak
H.Ngatijan, S.Ag, M.H selaku kepala Kantor Urusan Agama Banguntapan.
Pernikahan mereka disaksikan langsung oleh perwakilan dari PMI Bantul
dan Ketua FORTAIS (Forum Ta’aruf Indonesia) yang menggagas adanya
Nikah Bareng peduli Covid-19. Adanya mahar alat pelindung diri hanya
sebagai tambahan saja selain seperangkat alat sholat dan cincin, alat
pelindung diri yang diserahkan sejumlah 15 stel yang dikemas menggunakan
box khusus dan menggunakan desain kustom sehingga berbeda dengan alat
pelindung diri pada umumnya.

Pelaksananaan ijab qobul dilaksanakan dua kali secara bergantian
sesuai jumlah peserta nukah bareng peduli Covid-19 dan pembacaan khotbah
nikah hanya dilakukan satu kali. Pembacaan khotbah nikah di isi oleh Bapak
H.Ngatijan, S.Ag, M.H selaku Kepala KlUA Banguntapan, khotbah nikah
yang berisikan tentang nasihat-nasihat sebagai bekal dan pembelajaran
ketika menjalin hubungan keluarga. Dengan harapan menciptakan keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rohmah hingga akhir hayatnya.

Akad ijab dengan taukil wali (Bapak Ngatijan) :

“Saya nikahkan dan kawinkan ....... binti ........ yang walinya telah
mewakilkan kepada saya untukmu dengan maskawin seperangkat alat sholat
dan Alat Pelindung Diri, dibayar tunai.”

Kemudian calon pengantin pria menjawab (qabul) :
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“Saya terima nikah dan kawinnya ......... Binti ...... dengan maskawin
Seperangkat alat sholat dan Alat Pelindung Diri, dibayar tunai.” Para tamu
undangan serentak menjawab sah.

Setelah pelaksaan prosesi akad nikah mahar alat pelindung diri
diberikan secara bergantian oleh para pengantin kepada perwakilan dari
Palang Merah Indonesia (PMI) Bantul, dan bergegas menuju kantor PMI
Bantul untuk pelaksanaan donor darah bagi para pengantin.

Menurut Penggagas Acara Nikah Bareng Peduli Covid-19, Bapak
Ryan Budi Nuryanto, pernikahan ini diselenggarakan dalam rangka
menyambut hari Palang Merah Internasional dan Nuzulul Qur’an. Tema yang
diangkat dalam nikah bareng peduli Covid-19 ini adalah “Ingat Nikah Jangan
Lupa Berbagi Sesama”. Bapak Ryan memastikan, Nikah Bareng Peduli
Covid-19 ini merupakan peristiwa langka dan belum pernah terjadi di
Indonesia. Ia pun mengklaim bahwasanya pernikahan tersebut itu baru
pertama kali dilakukan di dunia. Bapak Ryan mengatakan, nikah bareng itu
merupakan hasil kerjasama antara Palang Merah Indonesia (PMI), Fortais,
dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut Bapak Ryan, pasangan yang mengikuti nikah bareng ini
tidak dipungut biaya ‘sepeser pun -alias' gratis, namun mereka harus
memenuhi syarat administrasi untuk bisa menikah secara resmi. Uniknya
satu pasang berasal dari hasil dari acara “Golek Garwo” yang dilaksanakan
oleh pihak FORTAIS beberapa bulan yang lalu. Dikarenakan anjuran
pemerintah terhadap pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat pendaftaran
nikah bareng dibatasi dan hanya dua pasang yang mendaftar

Harapannya pasangan yang menikah tersebut bisa mengamalkan serta
mempraktikan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan
kemanusiaan usai menikah di masyarakat nanti. Sebelum menikah, calon
mempelai tidak hanya dibekali dengan kursus secara agama, sosial dan
manajemen keuangan. Tetapi juga dibekali pembelajaran terhadap nilai-nilai

sosial yang akan menjalani hidup di masyarakat , harapannya, pasangan ini
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memiliki jiwa social yang tinggi dan kelak bisa mendidik anak-anaknya
dengan penanaman jiwa social dan peka terhadap lingkungan disekitarnya.
Sekarang ini banyak masyarakat yang kurang peka dan peduli terhadap
lingkungannya. Dengan adanya nikah bareng peduli covid-19 bisa memupuk
nilai sosial yang ada. Dalam artian mereka bisa menikah secara resmi dan
memiliki jiwa kepedulian yang tinggi.®

E. Tujuan Nikah dengan Mahar Alat Pelindung Diri (APD)

Dengan adanya tambahan mahar Alat Pelindung Diri (APD)
diharapkan para pengantin juga dapat menambah rasa untuk memberi kepada
lingkungan. Bedasarkan kepekaan dan kesadaran masyarakat yang kurang
terhadap penerapan prokes untuk meminimalisir pemutusan rantai
penyebaran Covid-19, serta keterbatasan dan kelangkahan Alat Pelindung
Diri (APD) yang dibutuhkan oleh para tenaga medis yang menjadi latar
belakang diadakannya nikah Bareng Peduli Covid-19. Filofosi yang diangkat
dalam pernikahan ini lebih kepada nilai Solidarity dan Humanity bahwa
dalam hidup kita juga dituntut untuk berbagi kepada sesama yang
membutuhkan dan sama-sama bisa memutus penyebaran virus Covid-19
yang menjadi pamdemi selama beberapa tahun ini sesuai dengan tema yang
diangkat “Ingat Nikah Jangan Lupa Berbagi Sesama & Donor Darah”.
Tujuan dari Nikah Bareng peduli Coyid-19 yang menggunakan Alat
Pelindung Diri (APD) adalah untuk mewujudkan pernikahan sakinah dan
sejahtera yang akan membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar pada
umumnya dan membawa keberkahan yang lenih bagi setiap pasangan yang
menjalaninya. Dengan adanya kegiatan berbagi kepada pihak yang
membutuhkan yang dilandasi cinta Ilahi.”

Manfaat dari acara ini adalah terwujudnya tata kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang dilandasi cinta terhadap lingkungan sekitar,

¢ Ryan Budi Nuryanto, Wawancara, Ketua Pelaksana Nikah Bareng Peduli Covid-19, Bantul, 21
Desemeber 2021.
7 Ryan Budi Nuryanto, Wawancara, Ketua Pelaksana Nikah Bareng Peduli Covid-19, Bantul, 21
Desemeber 2021.
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serta menjadi jembatan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan
pernikahan tapi kurang mampu secara finansial. Sekaligus untuk
menciptakan keluarga dan generasi penerus yang peka terhadap lingkungan
sekitar dan mempunyai nilai sosial yang tinggi. Serta memberikan edukasi
kepada masyarakat bahwa berbagi itu mudah dan tidak memberatkan.

Dimulai dari lingkup yang paling kecil kepedulian terhadap anggota
keluarga, kemudian pada lingkup desa hingga pada lingkup yang lebih luas
lagi. Berbekal senyum dan semangat mereka sebagai calon pemimpin
keluarga, pemimpin Indonesia dan pemimpin dunia. Sehingga insyaAllah
akan tercipta Senyum dan semangat mereka adalah senyum calon pemimpin
kita, pemimpin Indonesia dan pemimpin dunia. Sehingga insyaAllah akan
tercipta berjuta pasangan yang akan menjadi penyelamat-penyelamat bumi
berlandaskan  sikap sosial yang tinggi dari masing-masing pasangan.
Berawal dari cinta mereka kepada pasangannya, untuk lingkungan sekitar
dan tertular pada generasi mereka selanjutnya.

Acara nikah bareng sangat menguntungkan dan sedikit mengurangi
beban kepada masyarakat yang kesulitan untuk melaksanakan pernikahan
tetapi masih kurang secara finansial, dan dengan adanya tambahan mahar
alat pelindung diri ini sangat membantu para tenaga medis maupun relawan
kesehatan yang berjuang melawan penygbaran Covid. Tidak ada ruginya
untuk mengikuti nikah bareng peduli covid-19, memudahkan orang untuk
beribadah dan mengajarkan bahwa berbagi itu mudah.®

Dengan acara nikah bareng peduli Covid-19 dapat menjembatani bagi
orang diluar sana yang hendak ingin menikah tetapi memiliki sedikit kendala
dalam materil. Penggunaan alat pelindung diri sebagai mahar tambahan
dalam acara nikah bareng sangat membantu meminimalisir penyebaran virus
Covid-19 yang akan digunakan oleh para tenaga kesehatan yang

membutuhkan, dengan mendonasikan mahar alat pelindung diri dan donor

8 Tunggul Pujangkoro (Peserta I Nikah Bareng Peduli Covid-19), Wawancara, Bantul, 23
Desember 2021
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darah membuat kita sedikit bersyukur dan berharap mendapatkan
keberkahan kelak nanti.’
Manfaat Alat Pelindung Diri Sebagai Mahar

Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat
bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja
itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Di era pandemi Covid-19 tenaga
kesehatan sangat membutuhkan alat pelindung diri sebagai kelengkapan
mengatasi pasien Covid-19, akan tetapi penyedian stok alat pelindung diri
sangatlah minim. Dengan adanya alat pelindung diri sebagai mahar
diharapkan dapat membantu meringankan tenaga kesehatan yang
membutuhkan, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19
dimasyarakat. Manfaat dipergunakannya alat pelindung diri sebagai mahar
adalah agar terwujudnya keluarga yang harmnis dan memberikan
kemanfaatan kepada masyarakat yang dilandasi cinta terhadap lingkungan
sekitar. Sehingga saat menjadi keluarga dapat meneruskan nilai-nilai positif

dengan saling memberi kepada lingkungan.

® Atik Tri Ujianti (Peserta Il Nikah Bareng Peduli Covid-19), Wawancara, Bantul, 23 Desember

2021



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)DALAM ACARA NIKAH BARENG
PEDULI COVID-19 DI KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL

Analisis Deskripsi Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD)
dalam Acara Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan
Bantul

Di dalam islam memang tidak ada aturan tentang batasan maksimal
maupun minimal dalam jumlah mahar yang akan diberiakn. Dalam islam
menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan
perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Untuk mencapai hal ini,
maka tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah sehingga
orang-orang yang tidak mampu yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup
besar masih tetap bisa menikah. Maka dari itu dalam islam tidak ada batasan
minimal atau maksimal dalam mahar agar pihak laki-laki tidak merasa
keberatan untuk meminang. Dalam islam pemberian mahar dilakukan secara
sukarela antara laki-laki dan perempuan dan didalamnya tidak ada unsur
pemaksaan. .

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Banguntapan™ Kabupaten
Bantul ini yang maharnya menggunakan seperangkat alat sholat dan alat
pelindung diri. Pernikahan ini digagas karena kurang adanya kesadaran
masyarakat untuk memutus penyebaran virus covid-19. Pernikahan ini juga
mengangkat nilai humanis dan sosial, diakrenakan sebagian dari mahar yakni
alat pelindung diri ini akan didonorkan kepada PMI Bantul.

Adapun hal yang menjadi faktor adanya pernikahan dengan
pemberian alat pelindung diri ini sebagai mahar tambahan yang diberikan
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di acara nikah bareng peduli
Covid-19 yang menjadi substansi yakni :

a) Faktor Kesederhanaan
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Pemberian alat pelindung diri sebagai mahar dikarenakan
memiliki sifat yang sederhana dan tetunya tidak memberatkan
salah satu pihak. Dalam masalah perkawinan, agama islam telah
berbicara banyak mengenai bagaimana mencari kriteria untuk
mencari  calon pendamping hidup hingga bagaimana
memperlakukan pasangannya kala resmi menjadi penyejuk hati.
Islam menuntun umatnya, begitupun Islam mengajarkan
bagaimana cara mewujudkansebuah pesta yang meriah, tetapi
tidak mengurangi nilai keberkahan dan tidak melanggar tuntunan
Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan pernikahan yang
sederhana, tetapi tetap penuh makna dan berharap mendatangkan
keberkahan yang tak kunjung habis.?

b) Faktor Sosial dan kemanfaatan

Dikarenakan kurang pekanya masyarakat terhadap
meminimalisir penyebaran Covid-19 yang yang kunjung selesai
menjadi faktor utama dalam pemberian mahar berupa alat
pelindung diri, sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial
masyarakat. Apalagi penggunaan alat pelindung diri sangat
menjadi urgent  bagi pihak kesehatan yang membutuhkan dan
keterbatasan stok. Harapannya juga dapat mewujudkan pasangan
yang sakinah dan sejahtera membawa keberkahan terhadap
masyarakat yang dilandasi oleh nilai social yang tinggi, sehingga
dapat memberikan kemanfaatan yang lebih dalam lingkungannya

Oleh karena itu, jika pria dan perempuan saling menyetujui
dilangsungkan dengan dasar solidaritas yang tinggi dan dapat memberikan
kemanfaatan di keesokan harinya. Maka , menjadi bekal awal yang kuat

untuk meembangun pasangan yang hidup tentram dalam bermasyarakat.

3 Djamaluddin, Aturan Pernikahan dalam Islam (Jakarta: JAL, Publising, 2011) hlm 3.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri
(APD) dalam Acara Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan

Banguntapan Bantul

Berdasarkan penjabaran diatas, maka disini penulis akan menjelaskan
menikah dengan menggunakan mahar Alat Pelindung Diri (APD) menurut
pandangan Hukum Islam. Pernikahan merupakan kesepakatan antara laki-
laki dan perempuan, dan mahar merupakan bentuk imbalan cinta yang wajib
diberikan oleh pria kepada wanita pada saat pernikahan. Pihak perempuan
memiliki kebebasan menyerahkan dririnya kepada seorang laki-laki yang
akan menikahinya, ia juga berhak untuk menuntut perkawinan dengan
mahar yang ia harapkan. Kesepakatan kedua belah pihaklah yang
menentukan kadar nilai daru suatu mahar. Perkawinan secara alami terjadi
karena adanya kerelaan dam kekhususan yang akan diberikan suami kepada
istri atau istri kepada suami. Kedua pihak memiliki kekebasan untuk
menyepakati apa yang mereka inginkan mengenai persoalan mahar, dan
kesepakatan itu sangatlah penting untuk sebuah perkawinan itu sendiri.

Dalam hukum islam sendiri memang tidak ada batasan maksimal atau
minimal dalam jumlah mahar. Dalam islam menghendaki dan memberi
keleluasan jalan kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah
keluarga melalui pernikahan. Untuk mencapai itu, harus memberikan
kemudahan jalan sehingga bagi orang-orang yang tidak mampu secara
finansial masih bisa melaksanakan pernikahan. Maka dari itu dalam islam
tidak memberikan batasan maksimal atau minimal dalam pemberian mahar
agar pihak laki-laki tidak berasa terberatkan dan terbebani untuk
melaksanakan pernikahan.

Mahar itu bisa berupa apa saja, selagi mendatangkan kemanfaatan
untuk istrinya. Bisa berupa uang, jasa atau benda lain atau benda lain.
Artinya terdapat kerelaan yang sesuai dengan kesepakatan suami istri yang

saling menerima mengenai jumlah mahar yang diberikan.
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Dalam pemberian mahar yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut
memiliki nilai serta bisa diambil manfaatnya, walau nilai yang diberikan
tidak terlalu besar dan ringan untuk diberikan. Terlebih laki-laki bisa
menjangkau terhadap nilai mahar tersebut.

Penulis tidak mengetahui sebelumnya bahwa alat pelindung dri hanya
sebagai mahar tambahan selain seperangkat alat solat dan cincin,
dikarenakan ketika mengetahui berita di internet tersebut hanyalah berjudul
“Pernikahan Unik di Tengah Pandemi, APD jadi Mahar Pengantin di
Yogyakarta”.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa menikah dengan
menikah dengan mahar alat pelindung diri hukumnya boleh, karena syarat
unsur dari mahar sudah terpenuhi. Sebagaimana hukum islam mengatur
syarat sebagai mahar yaitu; barangnya suci,memiliki nilai atau berharga, dan
memiliki kemanfaatan. Baik berupa uang, cincin atau yang lain sebagainya.
Sepanjang telah disepati diantara kedua belah pihak sesuai kemampuan.

Dalam Firman Allah menjelaskan :

-
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“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani
kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah
kesempitan”.(QS At-Talaq : 7)
Hal ini juga tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

tertera dalam pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh
kedua belah pihak.” dan 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon
mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Tidak ada dalil yang kuat mengenai batasan terkait jumlah pemberian

pemberian, baik dari Al-Qur’an maupun hadist Rasulullah SAW. Dalam
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Kompilasi Hukum Islam pasal 31 menjelaskan bahwa Penentuan mahar
berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang sudah dianjurkan
oleh ajaran Islam. Yang artinya penentuan mahar itu diberikan atas
kemapuan pihak suami dan tidak memberatkan.

Pada acara Nikah Bareng Peduli Covid-19 adalah pernikahan yang
sederhana dengan suatu faktor yang mudah dan tidak mempersulit serta
memiliki nilai sosial dan kemanfaatan yang lebih bagi kedua mempelai,
dengan pemberian mahar tambahan mahar Alat Pelindung Diri (APD)

Mahar berupa Alat Pelindung Diri merupakan mahar berupa jasa atau
manfaat. Di dalam figh di jelaskan syarat-syarat mahar manfaat itu antara
lain:

1. Madzhab Syafii
Manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang akan dijadikan mahar
tersebut sesuatu yang mempunyai nilai lebih dan bisa diserah terimakan
baik secara konkrit maupun syariat.>
2. Mazhab Maliki
Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang tidak dapat dihargakan
seperti gisas yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya maka
dia kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan meninggalkan gisas.
Akad ini akan batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika istri digauli maka
dia mesti diberikan mahar mithil dan kembali kepada diat. Tidak boleh
memberikan manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa
harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah jika dijadikan sebagai mahar.
3. Madzhab Hambali
Mahar manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya
seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada
istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja

kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu

2 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab fi Figh al-Iman al-Syafi’i..,Hlm 57.
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berfungsi sebagaimbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau
manfaat itu tidak diketahui.
4. Madzhab Hanafi
Berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus
manfaat yang dapat diukur dengan nilai harta, seperti mengendarai
kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu
tertentu.’

Jadi menurut penulis selama penggunaan mahar alat pelindung diri tidak
membawa dampak negatif bagi para mempelai dan memiliki nilai lebih serta
jenis barang yang diberikan tidak terdapat unsur najis maka hukumnya
diperbolehkan atau sah-sah saja. Disini nilai yang diambil dari pemberian
mahar alat pelindung diri adalah kemanfaatannya karena sangat berguna di
era pandemi covid-19 ini bagi para tenaga kesehatan dan alat pelindung diri
ini tidak memiliki unsur barang yang najis dan haram jika diberikan sebagai
mahar. Kedua pihak saling menyepakati dan saling merelakan penggunaan
alat pelindung diri sebagai mahar, walau sifatnya hanya sebagai mahar
tambahan dan akan didonasikan ke pihak yang membutuhkan. Serta
memiliki tujuan dan dampak yang baik untuk bekal membangun rumah

tangga yang harmonis dan membawa keberkahan kelak.

3 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtashid......Hlm 391.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan tentang nikah

bareng peduli Covid-19 dengan menggunakan Alat Pelindung Diri sebagai

mahar tambahan yang tercatat di KUA Banguntapan Bantul adalah sebagai

berikut :

1.

Proses nikah bareng peduli Covid-19 dilangsungkan pada hari Jum’at 8
Mei 2020 bertepatan dengan 15 Ramadhan 1441 H di halaman Kantor
Urusan Agama (KUA) Banguntapan, pernikahan yang mengusung
tema “Ingat Nikah Jangan Lupa Berbagi & Donor Darah”. Pada acara
nikah bareng ini di ikuti dua pasang pengantin yang bermana; 1. Novi
Rahmawati Ningsih (23th) dan Tunggul Pujangkoro (25th) 2. Atik Tri
Ujianti (56th) dan Lupadi (51th). Adanya penambahan alat pelindung
diri sebagai mahar karena dilandasi dengan kesadaran masyarakat yang
kurang peka terhadap penggunaan prokes serta minim ketersediaan
stok bagi para tenaga kesehatan untuk meminimalisis penyebaran virus
codi-19. Pelaksanaan akad nikah dipimpin langsung oleh Kepala KUA
Banguntapan dan disaksikan oleh perwakilan dari PMI Bantul dan
Ketua FORTALIS, serta hadirnya tamu undangan sangat minim suai
anjuran dari pemerintah terhadap pembatasan mobilitas masyarakat.
Setelah pelaksaan akad nikah alat pelindung diri yang dikemas
menggunakan box diberikan dengan simbolis secara bergantian oelh
para pengantin kepada perwakilan dari PMI Bantul, dan menuju kantor
PMI untuk melaksanakna donor darah. Mengangkat nilai solidarity dan
humanity menjadikan alat pelindung diri dijadikan sebagai mahar.

Analisis hukum islam terhadap pernikahan dengan menggunakan alat
pelindung diri sebagai mahar adalah boleh. Karena didalam hukum

islam diperbolehkan karena adanya kemanfaatan dari barang tersebut,
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dan barangnya yang suci. Serta tidak bertentangan dengan syariat
hukum Islam, karena syariat islam tidak mengatur tentang batasan
mengenai jumlah minimal dan maksimal mahar yang akan diberikan.
tentunya juga tidak melupakan terkait kerelaan anatar suami dan istri

mengenai mahar tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa

saran diantaranya :

1.

Kepada mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan, penulis
sarankan untuk mempertimbangkan kembali benda apa yang akan
dijadikan sebagai mahar dalam sebuah perkawinan. Apakah telah
memenuhi syarat dalam Islam, dan apakah memiliki nilai yang lebih
untuk kehidupan yang akan datang. Mengenai tambahan mahar alat
pelindung diri saya rasa boleh saja karena sudah didasarai kerelaan dan
persetujuan antara suami dan istri.

Mengenai adanya nikah bareng peduli covid-19 yang digagas oleh
FORTAIS saya kira patut menjadi contoh untuk pihak-pihak lain
dimana mengedukasi bahwa menikah dan berbagi tidaklah sulit untuk
dilakukan. Memupuk kembali nilai |solidaritas dan kemanlisiaan yang
ada dimasyarakat agar tetap peduli kepada lingkungan sekitar. Saran
Kepada KUA juga ikut serta memupuk nilai-nilai tersebut, dan
memberikan edukasi pernikahan untuk mempertimbangkan mahar yang
akan diberikan seperti yang sudah penulis bahas yaitu alat pelindung

diri.
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